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Akomodir Pokir Tanpa (Takut) Pelanggaran

PROSES persidangan dugaan penyalahgunaan
APBD Sulbar yang melibatkan empat pimpinan
DPRD Sulbar tahun 2016, atau yang akrab kita
dengar dengan istilah pokir, menjadi headline
beberapa minggu terakhir.

OLEH:

Saifullah Kamaludin
Auditor di Perwakilan BPKP Sulbar

Pokir, yangmerupakan akronim
dari pokok-pokok pikiran, sebena-
mya merupakan suatu jalur bagi
para anggota DPRD menyuarakan
aspirasinya. Di sisi lain, alih-alih
menyalurkan aspirasi rakyat, pokir
jugaberisikodi untuk
menyalurkan hajatoknum-oknum
anggota dewan yang terhormat.

Dengankeduamatapisauterse-
but, perukitamengkajipokirdalam
sudut pandang netralitas. Terlebih
dahulukitabatasipembahasankita
dariunsurpolitisdan menghorma-
tiproseshukumyang berjalansem-
bari tetap waspada kejahatan atas
nama pokir akan selalu ada.

Membedakan Ruang
Perencanaan dan Penganggaran

Tahapan penyusunan APBD ti-
dak dibentuk dalam satu malam.
Artinya, ia terlebih dahulu harus
melewati tahapan-tahapan terten-
tu. Mulai dari perencanaan hingga
tiba wakrunya untuk dianggarian.

Dalam jangka menengah, taha-
pan perencanaan bisa dalam ku-
run waktu lima tahun. Perenca-
naan jangka menengah yakni Ren-
canaPembangunanjangkaMenen-
gahDaenh(RPj’MD)unmkperiode
limatahun. Padakurunwalaulebih
singkat,yaknitahunan,kitamenge-
nalRencanaKerjaPemerintah Dae-
rah(RKPD).Dokumen RKPDinilah
yang menjadi pedoman dalam pe-
rumusan APBD.

Pola hubungan perencanaan
dan penganggaran dalam pemer-
intahan adalah pola money follow

program. Artinya, setiap pengalo-
kasian anggaran harus berdasar-
kanrencana-rencanaprogramyang

kannya APBD!

Dari pasal tersebut dapat dipa-
hami, pertama, pihak yang boleh
mengusulkan pokir adalah badan
anggaran; kedua, pokir sifatnya
adalah saran dan pendapat; keti-
ga, pemberian saran berupa pokir
dilakukan paling lambat lima bu-
lansebelum APBDdi kan.Pada
poin ketigainisedikitambigu, kare-
na secara eksplisit pokir merupak-
an usulan terkait APBD. Lalu apak-
ah ia merupakan bagian pengang-
garan? Tentu tidak, frasa utuhnya
adalah ‘persiapan APBD! Artinya,
dia ada sebelum proses pengang-
garan. Bahwa pokir masuk proses

ik termasuk pendirian Unit Layan-
an Pengadaan (ULP) mandiri dan
penggunaan e-procurement dan
LPSE; melaksanakan pelayananter-
padu satu pintu dan proses pener-
bitan perijinan pengelolaan SDA;
melaksanakatatakelolaDanaDesa
yang efektif dan akuntabel; Kelima,
penguatan APIP dan Gerakan Me-
nilai Risiko sebagai implementasi
SPIP; memperkuat sistem integri-
tas pemerintah; membangun sin-
ergitasdanpartisipasiseluruhkom-
ponenmasyarakatdalam tatakelo-
la pemerintahan; melakukan per-
baikan pengelolaan SDM; melak-
sanakan perbaikan manajemen

h;danmelal kanren-

perencanaan, dijelaskandalamPer-

akan dilaksanakan Setiap program  aturan Menteri Dalam Negeri (Per-
atau kegiatan harus diramuskan ~ mendagri) Nomor 54 Tahun 2010
analisis biaya sehingga menghasil- ~ tentang Pelaksanaan PP Nomor 8
kan rumusan anggaran yangefektif tahun 2008. Dalam pasal 107 ayat
dan efisien. Prosestahapantersebut 1 dan 2, pada huruf f, disebutkan
harus diikuti alur prosedurnya se- ~ perumusan rancangan awal RKPD
carakonsisten. Apabilatidak, maka ~ baik provinsi maupun kabupaten/
tidak akan ada jaminan terwujud-  kotasalah satunyamencakuppene-
nya program yang jelas dan tajam, laahanpokok-pokokpikiranDPRD.
karenacenderungmengarahuntuk Jadi jelas bahwa pokir semesti-
menghabiskan anggaran. nya berada pada tahapan perenca-
Posisi Pokir Dalam Tahapan g:::npadag:(penganm&
Perencanaan dan Penganggaran erti yang umumnya terjadi.
Dibentuknya DPRD sebag & - Risiko
fungsi legislatif memiliki makna  p,1, ) prakeik Birokrasi
bahwalembagainilahmenjadiwa-
Dalam rangka mencegah kasus

dah menyalurkan aspirasi rakyat
Secara normatif, fungsi pokir me-
Jekat pada kewenangan dewan.
Meski demikian, pada praktiknya,
ketentuan terkait pokir ternyata
kurang begitu jelas.
Pokirsecaraprinsipdiaturdalam
PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan
DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.
Dalam pasal 55 disebutkan, pokir
merupakansalahsatutugasyangdi-
laksanakanBadanAnggaran(Bang-
gar).Disebutkan bahwa tugas Bag-
garhurufa yakni “memberikan sa-
ran dan pendapat berupa pokok-
pokok pikiran DPRD kepada ke-
pala daerah dalam mempersiap-
kanrancangananggaran pendapa-
tan dan belanja daerah palinglam-
balS(limanulansebelumdilezap-

penyalahgunaan APBD terulang,
pada 11 April 2018 lalu, KPK bers-
amadenganseluruhkepaladaerah
(gubemur dan bupati) di wilayah
Sulbar meneken kesepakatan.

Kesepakatan tersebut tertuang
dalam 10 poin komitmen berjudul
Program Pemberantasan Korup-
si Terintegrasi disaksikan lintas in-
stansi pemerintah antara lain Per-
wakilan BPKP Sulbar, Polda Sulbar
dan Kejati Sulselbar.

10 poin komitmen tersebut
adalah; melakukan proses peren-
canaanpenganggaranyangmenga-
komodirkepentingan publik bebas
intervensi pihak Juar melalwu im-
plementasi e-planning dan e-bud-
geting; melaksanakan pengadaan
barang dan jasa berbasis elektron-

canaaksi dalam program pencega-
han dan penindakan korupsi ter-
integrasi.

Perumusan 10 poin komitmen,
tentu bukan tanpa alasan. KPK
menuangkank i
canaan dan penganggarandiposisi
paling atas. Karena secara norma-
tif, hulu dari setiap risiko penyim-
pangan dalam pemerintahan ber-
sumberdari tahapan perencanaan
dan penganggaran. Maka kesada-
ran atas risiko terbesar (risk aware-
ness) harus menjadi sesuatu yang
wajib dimiliki setiap kepala daerah
sebagai manajemen puncak.

Penuangan perencanaan dan
penganggaran di posisi paling atas
juga bisa diibaratkan sebagai ke-
pala/otak. Program-program dan
kebijakanyangdisusundalamtaha-
pan perencanaan dan pengangga-
ran merupakan bentuk direction
atauarahan/perintah dari otak, se-
bagaicerminankebijakanpemerin-
tahdaerah.Directioninidialirkanke
seluruh organ pemerintahan yakni
OrganisasiPerangkatDaerah(OPD)
yangakan bergeraksesuaiprogram
dan kebijakan yang dikehendaki.
Betapapentingnya fungsi perenca-
naan dan penganggaran, bagai
fungsi otak yang melekat di kepala.

Pandai atau tidaknya ‘otak’
perr hdaerah, indari
efektivitas dan ketajaman program
dan kebijakan yang dirumuskan.

Bahwa perumusankegjatan ter-

kait kesadaran risiko atau yang di-
istilahkan sebagai Gerakan Me-
nilai Risiko (GMR) menjadi men-
arikkarena diletakkan tepat di ten-
gah-tengah. Jika tahapan perenca-
naandan penganggaran merupalc
an otak, maka GMR ibaratjantung.
Tepat di tengah tubuh.

Dengan analogi jantung, kes-
adaran akan kebutuhan penilaian
risiko harus ada dalam setiap poin
komitmen lainnya. Bagai jantung
yang memompakan darah ke se-
tiap organ, maka penilaian risiko
juga harus masuk dalam setiap lini
busil process organisasi, baik
tahapan perencanaan pengangg-
aran, pengadaan, pelayanan per-
izinan, pembangunan SDM, pen-
gelolaan aset, dan lainnya.

M B .Iﬂdpl iki: |’ den-

g lisis risiko, hamb -ham-
batan yang akan terjadi dalam se-
tiap program tersebut akan tertan-
gani dengan baik. Jika darah tidak
dialirkan dengan baik, dia tdak
akan mampu mengantarkan sari-
sarimakanan keseluruhorganagar
tubuh menjadi sehat, sekaligus ia
tidak akan mampu membuangra-
cun-racun yang menggerogot or-
gan tubuh.

Analisis Risiko Dalam Praktik
Perencanaan dan Penganggaran

Memahamip
dan penganggaran memerlukan
analisis risiko, berarti memahami
otak memerlukan asupan giziyang
dialirkan jantung melalui darah.
Nutrisi yang baik akan membuat
otakcerdas, begitupunkegiatan pe-
nilaian risiko yang baik akan mem-
bantu tahapan perencanaan dan
penganggaran yang efelaif.

Pokir telah diatur pada tahap
perencanaan yakni pada saat pe-
rumusan awal RKPD. Padasatu ti-
tikpoininisaja, praktinya, pokir ti-
dak selalu tepat.

Pokir dapat muncul kapan
saja dan di mana saja. Bahkan
bisa dengan tiba-tiba muncul
padasaat akan diketok anggaran.
Efeknya? Kasus penyalahgunaan
APBD di atas salah satunya.

perencanaan

Pokir lebih sering muncul
padatahapanyangtidakseharus-
nya. Hal tersebut dapat disebab-
kan beberapa hal. Bisa jadi kare-
napara anggota DPRDbelum be-
gitu memahami mekanisme pe-
nyampaian pokir. Jika ini terjadi,
hal yang harus dilakukan pemer-
intah daerah adalah mengkomu-
nikasikan dengan pendekatan
efektif.Perlu dimaklumi, anggota
dewan memiliki periodekerja cu-
kup singkat. Satu periode hanya
lima tahun. Berbeda dengan bi-
rokrat di pemda, yang myngkin
sudah berpengalamanhinggapu-
luhan tahun.

Kedua, bisa disebabkan pengu-
sulan pokir dalam tahapan peren-
canaan terkesankurang ‘seksi’kare-
na belum melibatkan unsur-unsur
programdankegiatan, maupunru-
piahyang jelas.

Ketiga, prosedurtahapandalam
penyampaian pokir terlalu lama
karena masih berada dalam tata-
ran rancangan awal RKPD, itupun
dengankepastianyanglebihrendah
untuk diakomodir dalam APBD.

Dengan alasan kedua dan ket-
ga, maka anggota dewan akan leb-
ih memilih mekanisme yang leb-
ih singkat, jelas dan riil, yakni den-
gan memotong tahapan langsung
menuju ke proses penganggaran
APBD.

Efeknya, hal tersebut justru
akan membebani OPD yang ber-
sangkutan, karena pada dasamya
mereka tidak pernah mengusul-
kan program dan kegiatan terse-
but. Pokir yang seperti ini ter-
kadangjugatidakijelasarah pelak
sanaannya. Bagaimana QoPD
dapat melaksanakan kegiatan
yang tidak jelas, sementara pro-
gramdan kegiatan tersebut men-
jadi beban mereka untuk mereal-
isasikannya?

Efek yang lebih parah mung-
kin adalah unsur keseneajaan
anggota dewan untuk “terlibat”
dalam pelaksanaan anggaran di
OPD. Jika ini yang terjadi, maka
hal itu tak ubahnya benalu yang
memakan tanaman. (***)



